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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Subyek pajak pada kasus ini adalah Ibu AD yang merupakan subyek pajak 

orang pribadi, yang memiliki usaha pribadi dan mendapatkan penghasilan dari 

pekerjaan bebas yaitu toko emas. Ibu AD ini sudah ditetapkan menjadi Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) sehingga selain melakukan pembayaran atas Pajak Penghasilan 

Final maka atas PKP tersebut Ibu AD memiliki kewajiban membat pelaporan SPT 

Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulannya. Pelaporan SPT Masa PPN 

harus sesuai dengan pengenaan Pajak Penghasilan Final. Seperti diketahui, 

penjualan setiap bulannya akan dicek berdasarkan faktur pajak keluaran dan 

gunggungan yang dibuat oleh Ibu AD yang mana total faktur pajak keluaran 

tersebut merupakan DPP atas Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dan 0,5%. 

Omzet Ibu AD pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.878.412.000,-  

Ibu AD menggunakan mekanisme PPN DM untuk perhitungan PPN nya 

karena Ibu AD adalah pedagang emas. DPP untuk perhitungan PPN adalah DPP 

nilai lain, yaitu 20% dari total nilai penjualan (Berdasarkan PMK No 30.03/201 

tahun 2014). 

 

 

 

 



23 

 

 

Berikut ini adalah daftar omzet tahun 2018:  

Tabel 4.1 

Daftar Omzet Tahun 2018 

 

Masa Penjualan 

PPh Final 

1% (PP 46) 0,5% (PP 23) 

Januari 224.505.000 2.245.050  

Februari 210.487.000 2.104.870  

Maret 227.156.000 2.271.560  

April 231.328.000 2.313.280  

Mei 266.714.000 2.667.140  

Juni 275.981.000 2.759.810  

Juli 228.243.000  1.141.215 

Agustus 232.615.000  1.163.075 

September 243.781.000  1.218.905 

Oktober 235.149.000  1.175.745 

November 243.548.000  1.217.740 

Desember 258.905.000  1.294.525 

Jumlah 2.878.412.000 21.572.915 

Sumber : Data SPT 2018 diolah.  

 

Pada tabel diatas dapat dilihat penjualan Ibu AD dan PPh yang disetorkan 

berdasarkan PP 46/ 23. Data tersebut sudah disesuaikan dengan Bukti Bayar PPh 
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per bulan.  Jumlah penjualan tiap bulan pada data di atas harus sesuai dengan DPP 

pada pajak keluaran di pelaporan PPN DM. 

 

Berikut ini adalah daftar PPN: 

 

Tabel 4.2 

 

Daftar DPP PPN DM 

Masa DPP Penyerahan DPP Nilai Lain  

 (20 %) 

PPn Kurang 

Bayar ( 10% ) 

Januari 224.505.000 44.901.000  4.490.100 

Februari 210.487.000 42.097.400  4.209.740 

Maret 227.156.000    45.431.200  4.543.120 

April 231.328.000    46.265.600  4.626.560 

Mei 266.714.000   53.342.800  5.334.280 

Juni 275.981.000   55.196.200  5.519.620 

Juli 228.243.000    45.648.600  4.564.860 

Agustus 232.615.000    46.523.000  4.652.300 

September 243.781.000   48.756.200  4.875.620 

Oktober 235.149.000    47.029.800  4.702.980 

November 243.548.000    48.709.600  4.870.960 

Desember 258.905.000    51.781.000  5.178.100 

Jumlah 2.878.412.000 575.682.400 57.568.240  

Sumber : Data SPT PPN DM 2018 diolah 
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa DPP nilai lain didapatkan dari 20% dikalikan 

DPP penyerahan pada tabel 4.2. Sedangkan untuk PPN Terutang, melalui 10% 

dikalikan DPP Nilai Lain. 

Berdasarkan data tersebut, pembayaran PP 46/ PP 23, SPT Tahunan Orang 

Pribadi telah cocok satu sama lain. Dan menurut wajib pajak tersebut, data yang 

disampaikan adalah data yang sebenarnya. Namun setelah data SPT Tahunan 

Orang Pribadi terlapor, wajib pajak menerima surat dari KPP. Surat tersebut 

mempertanyakan kebenaran dari SPT Masa PPN DM, SPT Tahunan Orang 

Pribadi, dan pembayaran PP 46/ PP 23 karena jumlah tersebut lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah yang terlapor di tahun pajak 2017. Dalam surat 

tersebut KPP melalui AR menyarankan untuk melakukan pembetulan SPT. Untuk 

menjawab surat tersebut wajib pajak melakukan pengecekan ulang antara seluruh 

nota penjualan dengan kas yang masuk. Dari pengecekan tersebut ditemukan 

bahwa ada selisih kas masuk dengan nota penjualan dan stok barang yang masih 

ada di gudang, dimana kas yang masuk lebih besar dari jumlah nota penjualan 

sedangkan jumlah stok yang ada di gudang lebih sedikit dibandingkan dengan 

yang seharusnya. Setelah ditelusuri selisih kas tersebut berasal dari penjualan 

kepada salah seorang keluarga. Wajib Pajak tidak membuat nota penjualan karena 

berpikir penjualan kepada keluarga tidak dianggap sebagai penjualan dan merasa 

tidak akan menerima kas atas transaksi tersebut. Namun ternyata pembeli tersebut 

tetap membayar barang tersebut sesuai dengan harga sebenarnya. Penjualan 
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kepada anggota keluarga dilakukan tidak hanya sekali sehingga sangat 

mempengaruhi jumlah kas yang masuk. Karena hal inilah wajib pajak sadar akan 

kesalahannya dan segera melakukan pembetulan SPT seperti yang disarankan 

oleh KPP. Hal pertama yang dilakukan untuk pembetulan SPT adalah menghitung 

ulang omzet perbulan dimana terdapat selisih antara nota penjualan dan kas yang 

masuk. Setelah itu wajib pajak diharuskan melakukan pembayaran tambahan PP 

46/ PP 23 atas tambahan penjualan yang diakui. Jumlah tambahan pembayaran PP 

23 ini yang menyebabkan berubahnya jumlah DPP untuk PPN Keluaran untuk 

SPT Masa PPN dan juga menambah penghasilan yang seharusnya dilaporkan 

dalam SPT Tahunan. 

Setelah perhitungan ulang maka didapat lah omset baru yang sebenarnya 

seperti dalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 

Daftar Omzet Setelah Perhitungan Ulang 

Masa DPP Penyerahan PPh Final 1% 0,5% 

Januari 234.505.000 2.345.050 

Februari 230.487.000 2.304.870 

Maret 237.156.000 2.371.560 

April 251.328.000 2.513.280 

Mei 286.714.000 2.867.140 

Juni 295.981.000 2.959.810 

Juli 268.243.000 1.341.215 
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Agustus 262.615.000 1.313.075 

September 273.781.000 1.368.905 

Oktober 275.149.000 1.375.745 

November 283.548.000 1.417.740 

Desember 308.905.000 1.544.525 

Jumlah 3.208.412.000 25.064.130 

Sumber : Data diolah 2018. 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan setelah Ibu AD 

melakukan penghtungan ulang, sehingga ada kenaikan pada PPh Final yang harus 

disetorkan. Karena kenaikan omzet ini sehingga mempengaruhi DPP penyerahan 

pada PPN DM, sehingga harus ada pembetulan terhadap SPT Masa PPN DM. 

 

Berikut ini adalah perhitungan PPN DM setelah dilakukan perhitungan 

ulang: 

Tabel 4.4 

 

Perhitungan PPN DM Setelah Kenaikan Omzet 

Masa DPP Penyerahan DPP Nilai Lain 

(20%) 

PPN Kurang Bayar (10%) 

Januari 234.505.000 46.901.000 4.690.100 

Februari 230.487.000 46.097.400 4.609.740 

Maret 237.156.000 47.431.200 4.743.120 

April 251.328.000 50.265.600 5.026.560 
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Mei 286.714.000 57.342.800 5.734.280 

Juni 295.981.000 59.196.200 5.919.620 

Juli 268.243.000 53.648.600 5.364.860 

Agustus 262.615.000 52.523.000 5.252.300 

September 273.781.000 54.756.200 5.475.620 

Oktober 275.149.000 55.029.800 5.502.980 

November 283.548.000 56.709.600 5.670.960 

Desember 308.905.000 61.781.000 6.178.100 

Jumlah 3.208.412.000 510.721.920 51.072.192 

Sumber : Data diolah 2018. 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah adanya kenaikan omzet maka, DPP 

penyerahan berubah menjadi lebih tinggi. Sehingga mempengaruhi pajak kurang 

bayar nya yang menjadi lebih besar, oleh karena itu maka PPN kurang bayar yang 

harus disetorkan lagi oleh Ibu AD bertambah. Setelah melakukan perhitungan 

ulang, maka dilakukan perhitungan selisih untuk mengetahui penambahan pajak 

yang harus disetorkan lagi oleh Ibu AD.  

 

Berikut adalah jumlah perhitungan selisih omzet: 

 

Tabel 4.5 

 

Jumlah Perhitungan Selisih Omzet sebelum dan Sesudah 

 

No Masa Omzet Sebelum Omzet 

Sesudah 

Selisih 
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1. 01-01/2018 224.505.000 234.505.000 10.000.000 

2. 02-02/2018 210.487.000 230.487.000 20.000.000 

3. 03-03/2018 227.156.000 237.156.000 10.000.000 

4. 04-04/2018 231.328.000 251.328.000 20.000.000 

5. 05-05/2018 266.714.000 286.714.000 20.000.000 

6. 06-06/2018 275.981.000 295.981.000 20.000.000 

7. 07-07/2018 228.243.000 268.243.000 40.000.000 

8. 08-08/2018 232.615.000 262.615.000 40.000.000 

9 09-09/2018 243.781.000 273.781.000 30.000.000 

10 10-10/2018 235.149.000 275.149.000 40.000.000 

11 11-11/2018 243.548.000 283.548.000 40.000.000 

12 12-12/2018 258.905.000 308.905.000 50.000.000 

Total 2.878.412.000 3.208.412.000 34.000.000 

Sumber : SPT Tahunan OP Ibu AD data diolah. 

 

Tabel diatas adalah omzet sebelum perhitungan ulang dan sesudah 

perhitungan ulang. Perbedaan atau selisih tersebut adalah karena adanya 

penjualan yang tidak dibuatkan nota penjualan sehingga tidak terdeteksi saat 

perhitungan omzet berdasarkan nota penjualan seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Oleh karena itu selisih tersebut harus disetorkan sesuai dengan PP 

46/ PP 23. Berikut adalah tabel perhitungan pajak yang harus disetorkan lagi atas 

selisih kenaikan omzet: 
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Tabel 4.6 

 

Jumlah Pajak Yang Harus Disetorkan Atas Kenaikan Omzet 

 

Bulan Selisih kenaikan omzet dan pajak yang harus disetor 

Januari 10.000.000 x 1% = 100.000 

Februari 20.000.000 x 1% = 200.000  

Maret 10.000.000 x 1% = 100.000 

April 20.000.000 x 1% = 200.000 

Mei 20.000.000 x 1% = 200.000 

Juni 20.000.000 x 1% = 200.000 

Juli 40.000.000 x 0,5% = 200.000 

Agustus 40.000.000 x 0,5% = 200.000 

September 30.000.000 x 0,5% = 150.000 

Oktober 40.000.000 x 0,5% = 200.000  

November 40.000.000 x 0,5% = 200.000 

Desember 50.000.000 x 0,5% = 250.000  

Jumlah Rp 3.400.000 

Sumber : SPT Tahunan OP Ibu AD 

 

Dari tabel  Ibu AD dapat mengetahui seberapa besar jumlah tambahan 

pajak yang harus dibayarkan karena adanya kenaikan omzet. Seluruh tambahan 

pajak PP 46/ PP 23 tahun 2018 dan PPN dibayarkan di masa yang sama yaitu di 

masa Agustus tahun 2019. Ibu AD juga menghitung perkiraan denda dan bunga 
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yang harus disetorkan berdasarkan KUP Pasal 9 dan KUP Pasal 7 atas 

keterlambatan penyetoran dan pelaporan.  

Berikut adalah simulasi perhitungan bunga atas tambahan pajak yang 

disetorkan: 

 

 

Tabel 4.7 

 

Simulasi Perhitungan Denda atas Keterlambangan Setor PPh 

 

Masa Perhitungan 

Januari 100.000 x 2% x 18 bulan = Rp 36.000 

Februari 200.000 x 2% x 17 bulan = Rp 68.000 

Maret 100.000 x 2% x 16 bulan = Rp 32.000 

April 200.000 x 2% x 15 bulan = Rp 60.000 

Mei 200.000 x 2% x 14 bulan = Rp 56.000 

Juni 200.000 x 2% x 13 bulan = Rp 52.000 

Juli 200.000 x 2% x 12 bulan = Rp 48.000 

Agustus 200.000 x 2% x 11 bulan = Rp 44.000 

September 150.000 x 2% x 10 bulan = Rp 30.000 

Oktober 200.000 x 2% x 9 bulan = Rp 36.000 

November 200.000 x 2% x 8 bulan = Rp 32.000 

Desember 250.000 x 2% x 7 bulan = Rp 35.000 

Jumlah Rp 529.000 

 Sumber : Data diolah 
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Simulasi diatas hanya perhitungan bunga telat setor saja. Sedangkan untuk 

denda dikenakan atas telat lapor PP 46/PP 23. Dalam hal ini keterlambatan 

pembayaran PP 46/PP 23 dianggap telat lapor, oleh karena itu masing masing 

masa pada tahun 2018 dikenakan denda Rp 100.000. Sehingga total pembayaran 

atas denda dan bunga = ( Rp 100.000 x 12 bulan ) + Rp 529.000 = Rp 

1.729.000.Pembayaran atas denda dan bunga keterlambatan dibayarkan saat 

sudah menerima Surat Tagihan Pajak dari kantor pajak.Setelah melakukan 

penyetoran tambahan PPh. Ibu AD juga harus melakukan penyetoran terhadap 

selisih PPN yang bertambah.  

Berikut ini adalah tabel selisih PPN: 

 

Tabel 4.8 

 

Selisih PPN DM Setelah Melakukan Perhitungan Ulang Omzet 

 
Bulan DPP Nilai 

Lain 

Awal 

(20 %) 

PPn 

Kurang 

Bayar 

Awal 

DPP Nilai Lain 

Akhir 

(20%) 

PPN Kurang 

Bayar 

Akhir 

Selisih PPN 

Kurang 

Bayar 

Januari 44.901.000 4.490.100 46.901.000 4.690.100 200.000 

Februari 42.097.400 4.209.740 46.097.400 4.609.740 400.000 

Maret 45.431.200 4.543.120 47.431.200 4.743.120 200.000 

April 46.265.600 4.626.560 50.265.600 5.026.560 400.000 

Mei 53.342.800 5.334.280 57.342.800 5.734.280 400.000 

Juni 55.196.200 5.519.620 59.196.200 5.919.620 400.000 

Juli 45.648.600 4.564.860 53.648.600 5.364.860 800.000 

Agustus 46.523.000 4.652.300 52.523.000 5.252.300 600.000 

September 48.756.200 4.875.620 54.756.200 5.475.620 600.000 
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Oktober 47.029.800 4.702.980 55.029.800 5.502.980 800.000 

November 48.709.600 4.870.960 56.709.600 5.670.960 800.000 

Desember 51.781.000 5.178.100 61.781.000 6.178.100 1.000.000 

Total 575.682.400 57.568.240 641.682.400 64.168.240 13.200.000 

Sumber : Data Diolah 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap bulan adanya kenaikan PPN 

Kurang Bayar. Terhadap kenaikan PPN tersebut Ibu AD harus melakukan 

penyetoran kembali terhadap kekurangan PPN yang belum disetorkan tersebut. 

Ibu AD harus melakukan penyetoran pada kolom selisih PPN Kurang Bayar. Atas 

kekurangan penyetoran PPN tersebut Ibu AD akan dikenakan denda karena 

keterlambatan setor.  

Berikut ini adalah tabel simulasi perhitungan denda atas keterlambatan 

setor PPN.: 

 

Tabel 4.9 

 

Simulasi Perhitungan Denda Atas Keterlambatan Setor PPN 

 

Masa Perhitungan 

Januari 200.000 x 2% x 18 bulan = Rp 72.000 

Februari 400.000 x 2% x 17 bulan = Rp 136.000 

Maret 200.000 x 2% x 16 bulan = Rp 64.000 

April 400.000 x 2% x 15 bulan = Rp 120.000 

Mei 400.000 x 2% x 14 bulan = Rp 112.000 
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Juni 400.000 x 2% x 13 bulan = Rp 104.000 

Juli 800.000 x 2% x 12 bulan = Rp 192.000 

Agustus 600.000 x 2% x 11 bulan = Rp 132.000 

September 600.000 x 2% x 10 bulan = Rp 120.000 

Oktober 800.000 x 2% x 9 bulan = Rp 144.000 

November 800.000 x 2% x 8 bulan = Rp 128.000 

Desember 1.000.000 x 2% x 7 bulan = Rp 140.000 

Jumlah Rp 1.464.000 

Sumber : Data Diolah 

  

Pada tabel diatas hanyalah simulasi perhitungan denda atas keterlambatan penyetoran 

PPN, penyetoran denda tersebut akan dilakukan jika sudah mendapatkan STP dari 

KPP. Sedangkan tidak dikenakan denda atas telat pelaporan penyampaian SPT PPN 

DM karena pembetulan (berdasarkan UU KUP Pasal 9 ayat 2a) . 

 

 

 

 

 

 


